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BUPATI GRESIK 
PROVINSI JAWA TIMUR 

  

 PERATURAN BUPATI GRESIK  

NOMOR  36 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  NOMOR 26 TAHUN 2015 

TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM 

DAERAH IBNU SINA KABUPATEN GRESIK  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI GRESIK, 
 

Menimbang  : a. bahwa tarif yang berlaku sebagai biaya pelayanan jasa 

yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu 

Sina Kabupaten Gresik sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 tahun 2015 

tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik perlu 

disesuaikan dengan memperhatikan aspek 

pengembangan kualitas pelayanan, biaya 

penyelenggaraan, operasional pelayanan, dan 

menyesuaikan dengan standar tarif pelayanan 

kesehatan yang berlaku dalam penyelenggaraan 

Program Jaminan Kesehatan; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 

pasien Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina 

Kabupaten Gresik secara berkelanjutan terutama 

dalam masa pendemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19), perlu menambah jenis pelayanan baru baik 

medis maupun penunjang medis; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati  Nomor 26 Tahun 2015 Tentang 

Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik; 
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Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 

Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4456); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5063); 

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5072); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Nomor 5340); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 255); 

11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana 

Nasional; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
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sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 

tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan 

Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah 

beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 

2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan 

Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 367); 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan(Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1213); 

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 

328/Menkes/SK/IX/2013 Tentang Formularium 

Nasional; 

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 

HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk 

Teknis Klaim Pengganti Biaya Perawatan Pasien 
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Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit 

Yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19);  

20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit 

Umum Daerah Kabupaten Gresik sebagai Badan 

Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2007 Nomor 2034); 

21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 tahun 2015 

tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik (Berita 

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 1082); 

22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2019 

Tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah 

Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina 

Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2019 Nomor 11); 

23. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 

188/290/HK/437.12/2020 tentang Status Keadaan 

Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Gresik; 

 

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI  NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG 

TARIF PELAYANAN KESEHATAN  PADA RUMAH SAKIT 

UMUM DAERAH IBNU SINA KABUPATEN GRESIK 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik 

Nomor 26 tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan 

Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten 

Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 

Nomor 1082) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Lampiran III diubah dan dibaca 

sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dengan rincian 

perubahan sebagai berikut : 
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a. Angka 4.9 Tarif Tindakan Medis Non Operatif SMF 

Jantung,  

1) pada Jenis Pelayanan setelah Nomor 9 

ditambah 12  Jenis Pelayanan yaitu nomor  10 

sampai dengan nomor 21; 

b. Angka 4.11 Tarif Tindakan Medis Non Operatif SMF 

Rehabilitasi Medik : 

1) pada Jenis Pelayanan nomor  1 sampai dengan 

nomor 18, dan nomor 20 sampai dengan nomor 

24 diubah; 

2) pada Jenis Pelayanan setelah Nomor 24 

ditambah 4 Jenis Pelayanan yaitu nomor  25 

sampai dengan nomor 28; 

3) pada Jenis Pemeriksaan  Dokter  setelah Nomor 

21 ditambah 2 Jenis Pemeriksaan dokter yaitu  

nomor 22 sampai dengan nomor 23; 

4) pada Jenis Tindakan Dokter Nomor 1 sampai 

dengan angka 6 diubah; 

5) pada Jenis Tindakan Dokter  setelah Nomor 7 

ditambah 5 Jenis Tindakan dokter yaitu  nomor 

8 sampai dengan nomor 12; 

c.  Angka 4.12 Tarif Tindakan Medis Non Operatif 

SMF Gizi / Rawat Jalan (Poliklinis) setelah Nomor 1 

ditambah 1 Jenis Pelayanan yaitu   nomor 2; 

d. Huruf B Pelayanan Penunjang Medis angka 1 

Pemeriksaan Radiologi : 

1) Tarif pada huruf A. jenis pelayanan Foto Polos 

(Konvensional)  

a) diantara nomor 6 dan nomor 7 disisipkan 1 

nomor yakni  nomor 6a;  

b) diantara nomor 28 dan nomor 29 disisipkan 

3 nomor yakni  nomor 28a, 28b, 28c;   

c) diantara nomor 78 dan nomor 79 disisipkan 

5 nomor yakni  nomor 78a, 78b, 78c, 78d, 

dan 78e.  

2) Tarif pada huruf B. jenis pelayan Foto Canggih 

(Invasive)  
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a) angka 96 diubah; 

b) diantara nomor 99 dan nomor 100 disisipkan 

1 nomor yakni  nomor  99a;  

3) Tarif pada huruf C. jenis pelayan Canggih (Non 

Invasive) Sonography  diantara nomor 114 dan 

nomor 115 disisipkan 2 nomor yakni  nomor   

114a dan 114b;  

4) Diantara huruf D. Computerized Tomografi dan 

huruf E Lain-lain disisipkan tarif 1 jenis 

pelayanan yakni Huruf D1. Multi Slice CT Scan 

terdiri dari 38 nomor yaitu nomor 126a sampai 

dengan 126ll; 

e. Huruf B Pelayanan Penunjang Medis angka 2 

Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik 

1) Tarif pada huruf E Jenis Pelayanan  Imunologi  

a) diantara nomor 47 dan nomor 48 disisipkan 

2 nomor yakni nomor  47a dan  47b; 

b) diantara nomor 51 dan nomor 52 disisipkan 

1 nomor yakni nomor 51a; 

c) diantara nomor 55 dan nomor 56 disisipkan 

1 nomor yakni nomor 55a; 

d) diantara nomor 60  dan nomor 61 disisipkan 

1 nomor yakni nomor 60a,  

e) diantara nomor 75  dan nomor 76 disisipkan 

1 nomor yakni nomor 75a,  

f) diantara nomor 80  dan nomor 81 disisipkan 

1 nomor yakni nomor 80a,  

2) Tarif pada huruf F Narkoba (tiap parameter) 

g) diantara nomor 90  dan nomor 91 disisipkan 

1 nomor yakni nomor nomor 90a,  

h) diantara nomor 93 dan nomor 94 disisipkan 

2 nomor yakni nomor  93a, 93b; 

3) Tarif pada huruf L Pemeriksaan Khusus 

diantara nomor 155 dan nomor 156 disisipkan 2 

nomor yakni nomor  155a, 155b; 
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4) Tarif pada huruf N Kultur Dan Sensitivity 

Automatis  ditambahkan 1 jenis pelayanan yakni 

nomor 174 

5) Pelayanan Penunjang Medis angka 2 

Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik 

ditambahkan 1 jenis pelayanan yakni  huruf O. 

COVID-19 mulai nomor 175 sampai dengan 

nomor 181; 

f. Huruf B Pelayanan Penunjang Medis Angka 5 

Pemeriksaan Bank Darah  

1) Tarif pada Jenis Pemeriksaan nomor 1 dan 2  

diubah; 

2)  Tarif pada Jenis pemeriksaan setelah Nomor 2 

ditambah 4 Jenis  pemeriksaann yaitu nomor  3 

sampai dengan nomor 6 

g. Huruf B Pelayanan Penunjang Medis ditambah 1 

jenis pelayanan yakni Angka 6 Sterilisasi Sentral  

terdiri 3 Jenis  pelayanan yaitu nomor 1, 2, dan 3 ; 

2. Ketentuan Lampiran IV diubah dan dibaca 

sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dengan 

rincian perubahan sebagai berikut : 

a. Huruf C Pelayanan Non Medis Angka 4 Tarif 

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Serta 

Penelitian  

1) Tarif pada  huruf  A. STUDI BANDING diubah; 

2) Tarif pada huruf B. PELATIHAN KARYAWAN 

diubah; 

3) Tarif pada huruf C. ORIENTASI  PESERTA DIDIK 

diubah; 

4) Tarif pada huruf D. PENELITIAN; 

a) Angka 3 dan angka 4 diubah; 

b) Setelah angka 10 ditambah 4 jenis tarif 

penelitian yaitu angka 11, angka 12, angka 

13, dan angka 14 

5) Tarif pada huruf E. PRAKTEK KERJA 

LAPANGAN / PRAKTEK KLINIK  diubah 
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6) Tarif pada huruf F. UJIAN PRAKTEK dan 

Catatan dihapus; 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik. 

 

Ditetapkan di Gresik 

Pada tanggal 25 September 2020 

     BUPATI GRESIK, 

 

    Ttd.  

 

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si. 

Diundangkan di Gresik 

Pada tanggal 25 September 2020 

     Pj. SEKRETARIS DAERAH 

        KABUPATEN GRESIK 

 

    Ttd.  

 

 

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM. 

             Pembina Utama Muda 

                NIP. 19620904 199903 1 008 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020 NOMOR 37 




































































